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Jin. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601

PAINAN

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/ 027 /KPTS/Insp-PS/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR

Menimbang

SELATAN NOMOR : 700/010/KPTS/Insp-PS/2016

TENTANG RENCANA STRATEGIS

a.

INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2016-2021

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 21
Agustus 2017  tentang Pembahasan Pevia
Rencana  Strategis (Renstra) Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan disinkronkan deng:u
Revisi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2016-2021, perlu merevisi Renstra Inspektora:
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021,
dengan menambalh Indikator Saswaran s
meperbaiki [KU;

bahwa sesuai dengan Keputusan Inspektur
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
700/027 /KPTS/Insp-PS/2017 tentang
Perubahan Atas Keputusan Inspektur Kabpates
Peainie Aelabrn Meddiei. o PR o0l g pbebo o liio |
P5/2016 tentang Rencana Strategis Inspelioral
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

perlu merevisi Renstra;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huraf b perlu
menetapkan Keputusan Inspeltur Kabupaien
Pesisir =~ Selatan tentang Perubahan  Alas
Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Sclatan
Nomor : 700/010/KPTS/ Insp-PS/2016 tentang
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisic

Selatan Tahun 2016-2021.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19556 entang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabu paten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang
Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Nepura
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negarsa
Republik Indonesia Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersili dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385 1};
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

LR R R T e L Ly L e R L L A e T LSS TR
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangy
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran I ST

Republik Indonesia Taliun 2014 Nomor 244
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10.

11.

12.

Nomor 5587, sebagaimana telahbeberapa kali i
ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Y
Tahun 2015 tenlang Perubahan Kedua Atos
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentung
Pemerintaﬁan Daerah (Lembaran Neganra
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Pertauran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahuan
antara Pemerintah  Daerah  Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 200&
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraarn
Pemerintal: Daerah;

Pertauran ‘Pexnerintah Nomor 7 Taliun 2005
tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan Pengawasarn
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata  Cuoro
Pengawasan Atas Promsrelerngnroe o
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dinbhal
dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor

8 Tahun 2009 tetang Perubahan Atas Peratuiran



Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan aias
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pedoman Penangainan
Pengaduan Masyarakat di Linglungan
Departemen Dalam Neger: dan Pemerintal
Daerah; |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Meneri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daecrah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2007 tentang Pedoman Telmis

Organisasi  dan Tata Ke

<
a

Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanas
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76
Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan
diiingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah;
Peraturan Daerah Kabiipaten Peaiair Seolaian
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Renci
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesicir Seloian
Nomor8 Tahun 2016 tentang Pernbentuhan don

Susunan Perangkat Daernh.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Menyatakan bahwa Indikator Sasaran  dalam
Rumusan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Pesisir  Selatan Tahun 2016-2021 merupalcan
Indikator ~Sasaran dalam pencapaian Sasaran
Strategis.

Tambahan Indikator Sasaran pada  Renstra
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-
2021 tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini. |

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 18 September 2017

=INSPEKTUR
KABU%MEN PESISIR SELATAN ¢
/A \\
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Jin. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
PAINAN

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/ 027 /KPTS/Insp-PS /2017

TENTANG

PERUBAHANATASKEPUTUSANINSPEKNﬂRKABUPATENPESKHR
SELATAN NOMOR : 700/010/KPTS /Insp-PS /2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 21

Agustus 2017 tentang Pembahasan Revisi

Rencana  Strategis (Renstra) Inspektoral

Kabupaten Pesisir Selatan disinkronlan dengan

Revisi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Taliun

2016-2021, perlu merevisi Renstra Inspekiorat

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021,

dengan menambah Indikator Sasaran dan
meperbaiki [KU;

b. bahwa sesual dengan Keputusan Inspeltur
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
TRUAPAP AL NS p-ES 2017 Lentunyg
Perubahan Atas Keputusan Inspelctur Kabpaten
Pesisir Selatan Nomor :© 700/010/KPTS /1)

Lo

P5/2016 tentang Rencana Strategis Inspeldtoral

Kabupaten Pesisir Selatan Talun 2016-2001.

perlu merevisi Renstra;
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Mengingat

N

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman
dimaksud pada huruf a, dan hurul b perlu
menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten
Pesisir  Selatan tentang Perubahan  Atas
Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selalan
Nomor : 700/010/KPTS/ Insp-PS/2010 icutany,
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2016-2021

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang
Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang~Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 MNMeomer 108, Tambalian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
TR Tetrn TR b T bietbpi gt Btbpgetss bohiddind S 4,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tennme
Dredtie el bedd set bl Lrercteddl floebaaran R EERTE N

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor i,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiu



10.

11.

Nomor 5587, sebagaimana telahbeberapa kali i
ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 5679);

Pertauran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000
tentang Pengelolaan Keuangan Daeral;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Pertauran Pemerintah Nomor © Tahun 200%
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Pertauran Pemerintah Nomor 7 Tahun 20t
tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negars

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114

H

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daeraly;
DPoeroturon Meoterl  Dalatn Negotlh Noitnot o oo
Tahun 2007 tentang Pedoman Tala  Curg
Pengawasan Atas Penelern
Pemerintahan Daerah sebagaimana el hiobah
dengan Peraturan Mentern Dalan Negerr oo

8 Tahun 2009 tetang Perubahan Atas Peroturan



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyaralkat di Lingkungan
Departemen  Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Peraluran
Meneri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerali;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2007 tentang Pedoman Tekuiis
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelalcsanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76
Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan
dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dai
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencuia
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Tahun
2016-2071;

Poratitan Dacrah Kabupaten  Posisihr el oo
Nomor8 Tahun 2016 tentang Pembentulkan duan

Susunan Perangkat Daerah.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Menyatakan  bahwa Indikator Sasaran dalam
Rumusan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Pesisir =~ Selatan Tahun 2016-2021 merupalkan
Indikator = Sasaran dalam pencapaian  Sasaran
Strategis.

Tambahan  Indikator Sasaran pada  Renstra
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-
2021 tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana
tercantum dalarh Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditclapkeai

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 18 September 2017

= ENSPEKTUR
PATENPESISIR SELATAN




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami
telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspeloral
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Strategis ini
disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder
dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPUMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana
Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana
Kerja PD. Setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana
Strategis (Renstra). Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan D
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan Rencana Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2016-2021 yang
akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten
Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan.
Oleh karena itu kami menyadari masih banyak kekurangan dan
kelemahan dalam peényusunan Renstra ini serta masih jauh dari
kesempurnaan, untuk it kam: meéngharapkan masukan dan saran demji
perbaikan dan Penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra ini berdampak positif
bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada
kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yvang

telah membantu dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

_Pairian, 18 September 2017
Insp@{:gt}i‘;ﬂ{a‘b paten Pesisir Selatan,
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KATA PENGANTAR
DAFTAR IS]
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I

BAB II

BAB 111

Bl — e
feastra lnspekrorat

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

DAFTAR ISI

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat

2.2 Sumber Daya Inspelktorat

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Inspektorat

Planlennyion,

21

IsU-Isu STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas ¢

Pelayanan Inspektorat.

lan Fungsi

10
A

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga Serta Renstra

Inspektorat Propinsi

3.4 Telaahan Réncana Tata Ruang Wil

Linglungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

R
B

Sumatera Barat

: R SR ';'L~:--—-_-~M%::::::-::::f::m
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -2021
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26

29




BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS
DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
4.2 Tujuan dan Sasaran Jéngka Menegah SKpD

4.3 Strategi dan Kebijakan Prioritas

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN s

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

5.1.1. Program dan Kegiatan Pokok Sesuai dengan
Kewenangan Inspektorat

5.1.2. Program dan Kegiatan Lintas Sgpp

©.1.3. Program dan Kegiatan Kewilayahan

3.2. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KIN ERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII KAIDAM PELAXKSANAAN
BAB VIII PENUTUP

etz B LS
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Renstra inspekrorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 201 6-2021




Tabel 2.1.
Tabel 2.2,
Tabel 2.3,
Tabel 2.4,

Tabel 2.5.

Tabel 2.6.

Tabel 3.1.

Tabel 4.1.

Tabel 4.2,

Tabel 5.1.

Tabel 6.1.

DAFTAR TABEL

Jumlah Pegawaj Berdasarkan Golongan £
Jumlah Pegawaj Berdasarkan Jenis Kelamin |
Jumlah Pegawaj Berdasarkan Pendidikan Eet
Jumlai Pegawai berdasarkan Jabatan Lo

Pencapaian Kinerja Pelayanan [nspektorat 17
Kabupaten Pesisir Selatan

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan IRy
Inspelktorat Kabupaten Pesisir Selatan

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorart 30
Kabupaten Pesisir Selatan tethadap Sasaran
Renstra SKpD Propinsi dan Renstra K/L

Tujuan  dan Sasaran = J angka Menenggah 35
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-
2021

Tujuan, Sasaran, Strategi  dan Kebijakan 37
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-
2021

Rencana Program dan Kegiatan, Indikeator Kinera, 40
Kelompok  Sasaran dan  Pendanaan Indikatif
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-

2021

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten 46
Pesisir Selatan Tahun 2016-2921

Revistra lnspekrorat Kabupaten Pesisir Selatan Tohun 2071 6-2021
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DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organi

sasl Inspektorat Kabupaten Pesisir [
Selatan

B e e O Y

Renstru inspektorar Kabupaten Pesjs

ir Selatan Tahun 2071 6-2021




BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu perencanaan kepiatan dan
Pembangunan Jangka Menengah yang disusun untuk 5 (lima) tahiun
dan terjabarkan dalam program kegiatan dan pembangunan L
tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Pesisir Sl
menyusun Rencana Strategis 2016-2021 agar program dan kegiaian
selama 5 (lima) tahun kedepan lebih terarah dan terencana.

Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan baliws
Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5
(lima) tahun. Sementara ity, Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Dacrah
(SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Stratepis yang selanjutiya

disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daeral

ot

memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan pembangunan - sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada RPIMD dan bersifat indikatif.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republiic
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Alcuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional
global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia.»

Terkait dengan penyiranmen Pheltmben pedatgbhal Daeraly,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ielal
mengatur bahwa RPIMD yang telah ditetapkan dengan Periin, o,

Dacraly harus menjadr  pedoman dalam  penyusunan R

B s e R e R0 R 5 0
Renstra inspekcorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021




Perangkat Daerah. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang
tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan alam
rangka mewujudlkan pencapaiah sasaran program yang diletaplo
dalam RPIJMD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan  telah menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016200
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selai: i
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangla
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2076-
2021.

RPIMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) taliuan
scbagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daecrah
Sesual  dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Inspekioral
Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun dan menetaplkan Rencana
Strategis (R Renstra) Inspektorat Tahun 2016- 2021 sebagai penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM D)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016- 2021. Renstra Inspelctorat
Kabupaten Pesisir Selatan pada intinya sadalah sebagai arah duan
pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberilan
dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untul
mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan kinerja dilinglkkungan
Inspektorat khususnya dan penyelenggaraan Pemerintah Kal bupater

Pesisir Selatan pada umumnya.

Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan
hukum dalam Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2016-2021 diantaranya adalah -

I Undang-Tndang Nomaor 12 Tahun 1956 tentang Perboiiubo,

bactab LUtonom Kabupaten Dalai nglfun*m Daerali Diopiosi

B i e
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Sumaltera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon

1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahus 1957

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 / Nomor 77) o
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lermmbaran Neoqy
Republik  Indonesia Tah’un» 1958 Nomor 108, Tanmibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarann
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1905
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
’I‘éhun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerlnfflhan AaNntara Permierisbalas Datisme e badicity (3l
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentanc Organisasi

Pera “%1\;&[ Daeral 5

e e o i LT
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Delkosentims
dan Tugas Pembantuan;

I'1. Peraturan Presiden Nomor 2]: Tahun 2009 tentang Rencann Kerju
Pemerintah Tahun 2010 ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menter; Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspelktorat Provins
dan Kabupaten /Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomor & Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menterj Dalam Negeri Nomor 23 Taliun
2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemecrintal Nomor 8 Tahun 2008 mm 5
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

= s DT, - o . T A e A R e e
e T il R e s it e S i s e T e
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1.2. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Inspelktorat Kabupaten Pesisir Scliin,

Tahun 2016-2021 dimaksudkan untul -

J. Memberikan arah dan pedoman  bagi  seluruh aparatar
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam  melalesanaloog
tugasnya untuk menéﬂtukan prioritas - prioritas pembangunian
pada Inspektorat, schingga sasaran dan target  capaing
pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kel
yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2016-2021
dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang
telah ditetapkan.

2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016 -
2021.

3. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lina)

tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahug.

Twuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk :
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Terwujudnya Aparatur yang profesional, handal dan akuntabel
dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang optimal.
3. Meningkatkan  koordinasi dan  sinkronisasi pelaksanaan

pembangunan daerah dengan SKPD yang lain.

1.3. Sistematika Penulisan
Sistematika  Penulisan Rencana  Strategis Inspelitorad

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebaoni berilg
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BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

L.

1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengeriian  Rensirao
SKPD, fungsi Renstra Peranglkat Daerah  dalan
penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses
penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Rencana Kerja

Tahunan Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

enyusunan Renstra Perangkat Daerah.
P g

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi

dokumen.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1

bo
@)

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daeral
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi
Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daeral.
Suraber Daya Perangkat Daerah - - -

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Menunjuklkan tingkat capaian kinerja Perangkat Dacrah

Pl @epaarreniad bl phe b Biste Ll poltudde sy
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24 Tantangan dan Peluang  Pengembanean Pelayanan
Perangkat Daerah Mengemukakan hasil analisis terhadap
Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, hasil telaatiagg
terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS vang
berimplikasi  sebagai tantangan dan  peluang beagi
pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lina)
tahun mendatang. Bagian Nl mengemukakan macan,
pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan

arahan lokasi pengembangan pelayanan vang dibutulilkan .

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah.
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah beserta faktor-laktor yang
mempengaruhinya,

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Walisil
Kepala Daerah Terpilih.
Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah VA
terkait dengan Visi, Misi, serta program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Rensira Provingi/
Kabupaten.
Mengemukakan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran
Jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD
Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan A ,
Bertujuan  untuk mengidentifikasi implikasi rencana
struktur dan pola raang terhadap kebutuhan pelayanan

Peranckat Daerah.
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Bagian ini mereview kembali faktor-fakior dar] pelayanan
SKPD  vang mempengaruhi - permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah yang selanjutnva  mengenialalo
metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penenivan

isu-isu strategis tersebut.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN.

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah
Mengemukakan rumusan pernyataan- Visi  dan  Misi
Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Perangkat Dacrak
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
Jangka menengah Perangkat Daerah.

4.3 Strategi dan Kebijakan
Mengemukakan  rumusan pernyataan  strategi  dan

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatanyp.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN » DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
S5.1.1. Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan
kewenangan Inspeltorat.
5.1.2. Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Dacraly
>.1.3. Program dan Kegiatan Kewilayahan

95.2. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator Kineria SKPD vano wecorm laree
]

\\\\\
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tahun  mendatang sebagai  komitmen untuk mendukung

pencapalan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VIII PENUTUP
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BAS II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sclaian
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglkat
Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggarann
Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu vaitu
Inspektur Pembantu I, Inspcklur Pembantu I1, Inspeltur Pembantu
Il dan Inspektur Pembantu IV. Susunan organisasi Inspektorat
adalah sebagai berikut -
a. Inspektur.
b. Sekretariat membawahi 3 (tiga ) Sub Bagian sebagali berikut:
1. Sub Bagian Umumn dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Percncanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari ;
L. Inspektur Pembantu [;
Inspektur Pembantu II;

2.
3. Inspektur Pembantu III; dan
4.

Inspektur Pembantu IV.

Yang membawahi Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten

Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Sclatan

Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati menys

kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawacon
atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur

mempunyai fungsi sebagai berikut :

%)

Lelld

T

4. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan scsilal den

,
i

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;
pemenksaan peovujian, dan penilalan tugas  pengawasi Biletoiie

pemerintahan. pembancunan dan kemasyarakatan;
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d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai denean

tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaie:

Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Noinor 3

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokols,

fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural mspekiorat,

Uralan tugas dan fungsi sampal dengan satu eselon dibawah hspekionr

sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai  tugas  pokok  membanty Inspektur
mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidung-
bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratil kepada
seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Selkreiaric

melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. pengkoordinasian penyusunar rencana kerja dan angeacan i
lingkungan Inspektorat;

b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan
kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan i
lingkungan Inspektorat;

C. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

d. pengelolaan dan pengendalian  administrasi  keuvangan i
lingkungan Inspektorat;

€. pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Inspektur
Pembantu I, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu I dan
Inspektur Pembantu IV di lingkungan Inspektorat: dan

f.  evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah

tangga Inspektorat.

2. Inspektur Pembantu mempunyal tugas pokok membantu Inspoekiur
menyusun bahan Lebyakan  dan PUrCiicuTae T opero sion ol
melaksanakan pengawasan  pemerintahan,  pembanounoan o,
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kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang

undangan.

Dalamn  melaksanakan tugas pokok tersebut [nspeltur Peoibanin

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut -

a. perumusan bahan kebijalcan teknis di bidang pengawasan:

b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan lcepiatan
pengawasan;

€. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Kebijalomn
teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan pentlaian tugas
pengawasan bidang pemerintahan;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijalian
teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan bidang pembanguiﬁan;

€. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijalcan
teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian fLugas
pengawasan bidang kemasyaralkatan ;

[. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengawasan;
dan |

8. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugas dan fungsinya.

2..2 Sumber Daya Inspektorat‘
Jumlah Pegawai Inépektorat Kabupaten Pesisir Selatan sampai
dengan 31 Desember 2015 adalah 55 orang yang terdiri dari -
1) PNS : 30 orang

2) Pegawai Honorer : O orang

Dart jumlah pegawal tersebut dj atas, dapat diklasifikasikan

berdasarkan golongan, pendidikan dan Jenis kelamin scbagaim:an:

dapat diibevn pada tabel 2. L, 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawal in: -

S sk ere St e SN SRS
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Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol PNS Honorer Jumliakh
1 - - 0
11 5 - g
111 33 - 33
v B - 12 i - 12 i
‘_A_Ig_lgga Honorer( 5 - 75
TOTAL 50 5 55
) Tabel. 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin PNS Honorer Jumlah
Laki-Laki 34 3 37
Perempuan 16 2 18
TOTAL 50 5
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Pendidikan PNS Honorer Jumlah
SLTP - - -
SLTA 5 5 10
D1l 4 - 4
S.1 28 - 28
S. 2 13 - 13
~____Tenaga Honorer . c
TOTAL 50 5 55
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Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

N N e —
No Jabatan J U‘;‘?ﬁ?m -
1. IStruktural -
- Esselon I1.A 1
- Esselon II1.A 5
- Esselon IV.A ;
2. [P2UPD
- Pengawas Pemerintahan Madya 3
- Pengawas Pemerintahan Muda 3
- Pengawas Pemerintahan Pertama g
3 [Fungsional Auditor
- Ahli Madya 2
- Ahli Muda 3
- Pertama 5
4. [Fungsional Auditor Kepegawaian >
5. [Staf 14
6. Bukarelg 5

Sarana dan prasarana Inspektorat per akhir tahun 2015 yang
digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
adalah sebagai berikut - |
< Bangunan Gedung Kantor :

- Bangunan Gedung Kantor 3 (tiga)
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 (satu)
- Bangunan Parkir 1 (satu)
* Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
- Mesin Tik Manual (1 unit) dan Mesin Tik Elektronik (1 unit)

- Alat Penggandaan/mesin fhoto copy ( 1 unit)

oAl Menylimpanan Perlengkapan Kantor (14 unit)

- Alat Kantor Lainnya (29 unit), terdiri dari UPS (12 unit), mesin
penghancur kertas (1 unit), meja biro (3 unit), kursi biro (] L),

sChenor et (L uniy), stabilisey (5 unit), papan miormeas) (O u L
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- Meubilair (23 unit)

- Alat pendingin (13 unit)

- Alat rumah tangga (12 unit)

- Komputer Unit/Jaringan (7 unif)

- Personal Komputer (Lap top 14 unit), [PAD (2 unit)

- Peralatan mini komputer (printer 12 unit), (scanncr 2 RINSUNR
(Hardislc Eksternal 3 unit)

- Meja dan kursi kerja/rapat pejsbat dan lemari arsip (30 unit),
terdiri dari meja rapat eselon (16 unit), kursi kerja pejabat/kursi
rapat pejabat (7 unit), lemari arsip (7 unit)

- Alat studio (7 unit)

- Alat komunikasi (2 unit)

- Buku bacaan (Peraturan Perundang-undangan) dan (Buku ilmu
pengetahuan) 420 buah

% Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional

- 4 unit mobil

- 5 unit motor.

2.3 Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH
Tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasarar/

target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan
2.6 di bawah ini :
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' Tabel. 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

| |
! I |Terlaksananya pairkatan sistem | |
| Ipengawasan intemzlan pengendalian ] f |
| velaksanaan kebiskn KDH | ]
( ; ‘ o ; |
| f a. Jumlah Obrikyag diperiksa secara Y a8 0] 241 316 | 345 | o 48 ) a0 o241 | 3161345 b wom | oo | 100w | t00% | some | sooe |

f
P reguler !
. —
{ f Jurlah Obrikyag diperiksa secara Bl s w oef M5 L2294 o | s | oom | o | 445 ] 229 | v | o | tom | woox | oo 0% |
[ * khusus " 1
i i i
[ | i
| Jumlah Obrikyvasg diperiksa secara ) M3 o mn 2|3 R 34 N IERRE 33| woex | woox | oao0% | w00% | won | 100k |
’ [J kasus '
| i ) ) _ S - ;
|t Jumlah temua rguler yang 07| eu]  el0]  7es) 965 | 996 | g7 | gy |
|| terinventarisir |
i | i
[ 4 ‘ =
| Jumlah temua kusus vang 300 e o0f sy 7O L 9T | asp | g
[ | terinventarisir
P
| Jumlah temua fesus vang 2 s oml w2 Py Ty
[ lerinventansiy
Do Jumlgh temua rguler vang telah T4 S99l sea gm0 [ 656 | gar | s
| ditndak lanjut
Lo e
P LN I B 150 445

32 nl 2 32 2 4
1 i
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losfesionelisme tenaga pemeriksa dan
u@ratur pengawasan

¢ Jumlah pemeriksa dan aparatur
pengawasan yang telah mengikuti

i
i

: pefaksanaan evaluasi

| kali

10%] 100%

laporan akuntabilitas kinerja instansi

Jumlah pelaksanaan evaluasi

1 kali

[
5

rencana kerja dan anggaran OPD

[=laksananya peningkatan

33 orang

1004 100%

Jumlah aparatur pengawasan yang

. oo , angkatan
telah mengikuti peletihan khusus il

1

1009 100%

t
i
|
!
J
ft:
|
i

pada kuntor sendir]




Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Kabupaien Pesisir Sefatan

: Setayanar Adminsitars| Pec srdran CAEON | WMSAM]  eSsATI|  SuMez|  oesensss|  auemi|  wseitnog ] amenis2]  elzsiss
i ' 55 MOTaS, sTber et dan B, 1 nwow|  zae]  winw R090000]  50400000] (303701 1731000 609416 30610025 ;
I R — { BHO|  wmewomo|  weTsw 15000 3430000 ‘
o0t e UARA0]  nssa0| 250K0|  faedw L R T BT
| reetan e P BA0M0| X000 mINDN|  70500% B0 AN %IK0| 250500 10000 | nte | e
: BOILW| ROBW]  B00K0| 1508160 BO230|  wOwSH| 2o ; [ oor | dwee | w0
B G081 Qo6 mesTa| %080 s8] s 3695727 0000 | 1m0s | 10009
I 9,185,000 £659.500 5050] 1274900 7436000 459500 485500 e | 0w | w@_!
¥ yedsan baran bataan dan pecalpsnmarglan 7.9%.000 6670400 15000] 52500 2900000 15750 6670000 1.750.0% 025000 | 103000 Bw wioo | nes | e |7
fﬁ:!-ﬂv‘myedaanmlamw:mmm : 1SN0 |  wasom|  emeo]  3aMm0|  i2askom]  6ieow e I T B T T w00 | x| oo |
| Rapalmpa Foxdoas @ honsdias v aeral L T I I I T BT w7 | 13160550 54 e | s | un |
1 - Ritabiapalj ootsas tn konsAad fkaroerat 61500.000 1277500 | evae | |
B Pesyedaan peraalen G pofgiaps ket 2000 H000|  1G20000] 106247000 DTS00 3B3000{  167460000] 107447000 965 ERIEERETS | oo
T Peryedan o g oo e PR 2%.700.000 20,600,000 ; COE000001 30600000 2.4 56,03 i 11,526,000 |
‘?’rt am Peninghatan Sarana can Prave: 1 Aparalar BINSNO|  TRSISON | SEOSO0|  SM2S0M |  Thaman|  BLesem|  miiew e R B T
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Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan kondisi luspektorat yang merupakan  kondio

linglkungan strategis Inspektorat maka untuk MENYUSUL Srle

pencapaian Visi dan Misi, diperlukan analisis Iingkungan titernal do
eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal mehiputs Kelouaton
(Strangths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan  elstern!
meliputi  Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths), Mo
masing kondisi lingkungan internal dan cksternal sebaoal berikur -
1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1). Tersedianya Sumber Daya Manusia.

"]

Tersedianya anggaran dan SOP layanan.

LW

)
)
). Tingginya motivasi pegawai dalam meninglkatlcan kinerjo Ly,
). Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan,

)

N

Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan

pengawasan.

KELEMAHAN (W):

I). Belum tertatanya manajemen penganggaran untuk pergawesan.

Kurangnya kompetensi pejabat fungsional pengawasan.

W

)
)
). Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibidang pengawasan.
). Terbatasnya data dan sistem informasi pengawasan.

)

9)

Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.

2. Lingkungan Eksternal
PELUANG (O

1). Adanya peraturan perundang-undangan  dun kebijalan
pemerintah  yang mendukung  peran  Inspeldorat dalan

pengawasan pemerintahan daerah.

N . -
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3).

Adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah terhadap
keberadaan Inspektorat.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang
mendukung Inspektorat.

Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan
terhadap Inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan Daerah.
Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budava

daerah terhadap pengawasan.

ANCAMAN (T):

1).

Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perunds SIES
undangan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat
dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dawn
transparan.

Rendahnya pemahaman dan animo SKPD /auditan  dalam
melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil penyelesaion.

Belum terpadunya Sistem Pengawasan serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pengawasan.

Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan

Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan analisis linglkungan internal dan ekstcrnal

tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk

mencapai tujuan yang ‘telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

1). Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukunear

2)

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
Melalceanalian kebijakan strategis dengan d ukungan Pemerintah

1 1

Propinst dan belzerjasoma dengan Peranghkon Dacraly arau pahind

lain yang terkait.

y T —
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Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selal
melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.
Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemanglo
kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspelctorat dalam
pengawasan.

Memanfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ckonomi

dan budaya yang berkembang terhadap pPENgawasarnn.

2. Strategi W-O

1).

o

(&%)

o g

Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanalkan
pengawasan.

Tingkatkan kompetensi para pejabat fungsional pengawasan
melalui pendidikan dan pelatihan.

Lakukan kajian terutama dalam memenuhi Jjumiah sumber daya
manusia pengawasan.

Manfaatkan Sistem Informasi Pengawasan dalam rangka
meningkatkan tugas-tugas pengawasan.

Lakukan Koordinasi dan komunikasi yang baik.

- Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai ketentuan

yang berlaku.

3. Strategi S-T

1).

=1y

o

Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan pada pejabal
fungsional pengawas, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang

pengawasan.

frrtlettieetis ooedinabl dan konsultast dolam pelabaanaan LU

tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan.

Tingkatkan kemampuan komunikasi ublik untuk
g p

meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan PENEWas

Renstra inspektorat Kebupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021
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4).

Tingkatkan pembinaan dan pengawasan.

Strategi W-T

1).

N

Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber  daya s
pengawasan sesuai dengan skala prioritas.

Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki  dalag,
menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan.

Susunan skala prioritas terhadap program dan lecginia,
pengawasan dengan melakukan sinergitas  dengan  Apargl
Pengawasan Internal dan Eksternal.

Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil-hasil
pengawasah aparat pengawasan internal dan eksternal.
Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanann
pengawasan.

Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan

yang berlaku.




BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1.Identifikasi Permasalahan Berddsarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
inspektorat

Permasalahan pembangunan daerah merupalkan “ens
expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengun
vang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datane
dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembanguna,
daerah pada umumnya  timbul dari  kekuatan yvang  belum
didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang
yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yvang tidak diantisipasi.

Twuan dari perumusan permasalahan pembangunan dacrah
adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan /kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu
Identifikasi permasalahan pembeangunan diuraikan menurut bidang
urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau  terhadap
beberapa urusan yang dianggap memiiiki pengaruh yang sangat lkueu
terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya
Permasalahan yang dihadapi pada Inspektorat Kabupaten Pesisir
Selatan adalah :

1. Masih belum seimbangnya jumlah personil dengan jumlah objels
pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaa

kasus/khusus.

Maolls  rendahnya  kesadaran  chjek pereriksaain dalaim

D)

menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut asil
Pemeriksaan (TLHP)

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mermberiloan

informasi adanya penyimpangan (KKN).

s, o T S T St T e R T LT AL L B : T N
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Walkil Kepal

ala

Dae.rah Terpilih

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangurnan
Jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap
sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis
yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesici

Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwwjudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang

Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di

atas adalah :

L)

% Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat
memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunaloan
potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

% Unggul adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir,
berkualitas dan memiliki. kapasitas inovatif dan kreatif sehingga
menjadi masyarakat yang unggul.

% Agamis adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat

dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamallan

ajaran agamanya dalem tatanan kehidupan sehari-hari serta
menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.

Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa

mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ( 1PM ) di

Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan

meningkatkan daya beli masyarakat.

o

Kenstra Inspektorat Kubupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021




Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tela
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan oo
depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan o
(lima) misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersily doan

responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyaralkar.

)

Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan

infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.

3. Mewujudkah kehidupan beragama yang rukun, toleran dan
mengembangkan nilai — nilai budaya ABS - SBK.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah  dengan te e
mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi

tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-cbatan

terlarang.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima o
Pemerintah  Kabupaten Pesisir Selatan tersebut  di atas S
keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan
aparatur  yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerin

Kabupaten Peasisir Relaten  delain  wengUprayakal relOTmasi aocar
bersungguh-sungguh untuk menuwu aparatur yang bersih  dan
responsif, guna mewujudkan pelayanan prima dalam pemenuhan hal-

halc dasar rakyat, seperti: Kependudukan (Akta kelahiran, KTP dan KK)

Kesehatan  dan  Pendidikan. Serta akan menjalankan  amanah

miesyacidan dengan mensodennlian botorbuloann {lratsarans)
Derhaoat Bidone fermaenle b R R e T Ry o o U S R E R = S R~ A TN
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APBD Pesisir Selatan, anggaran masuk dan keluar, serta pemasulan
pemasukan bagi keuangan daerah dari luar APBD vyang selama i
belum banyak diketahui masyarakat Juas.

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan pembangunan ilrastrodo o
perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor. Misi
ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan  dalan,
memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyaralo
dengan lebih memberi perhatian kepada sektor penyumbang PDRE
terbesar, yaitu pertanian dan perkebunan, Perikanan dan Kelauta
Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta Industri pengolahan

Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan kehidupan beragama vyang
rukun, toleransi, dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS- SBK
Misi ini merupakan upaya Kabupaten Pesisir Selatan dalam ranglka
mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, tolerans dan
penuh  kesejukan serta memelihara dan mengembangkan budaya
kearifan lokal.

Misi Keempat yaitu Meningkatkan produksi dan nilai tambah
dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Misi inj
merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam
melaksanakan pembangunan dibidang pertanian / perkebunan dan
perikanan / kelautan yang berkelanjutan dengan memberi nila; tambab
untuk kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan.

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam
rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-
obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan  dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas clan
peredaran obat-obat terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, mala o
distmpullan bahwa  Inspeliorat dapat berkontiribusi terhadap i

pertama Pemerintah Kahupaten Pesisir Selatan vaing

Mist pertam. “Mcelaksanakan  reforinas birokrasi denonn

Renstra lnspektorat Kabupaten PeS/S/r Se/amn Tahun 2016 2021
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aparatur  yang bersih dan responsif dalam rangka pentnelaian

pelayanan kepada masyrakat”

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan v,

pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan malke perciu

adanya telaahan mengenai Renstra Kementerian Dalam Negeri Mo P
Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pad

3.1 berikut ini :

a tabel

T i iR
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Tabel, 3.1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
terhadap Sasaran Renstra OPD Propinsi dan Renstra K/L

Renstra Inspektorat Propinsi  |Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri
I {rlaksananya peningkatan sisterr - Terlaksananya ' - Penguatan pengawasan internal ditingkat
engawasan internal dan penanganan/menyelesaikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota
pngendalian pelaksanaan kasus/khusus pengaduan
lebijakan KDH masyarakat,
& Jumlah Obrik yang diperiksa 316 obrik - Telaksananya perbaikan - Luasnya objek pemeriksaan
secara reguler pengelolaan kepegawaian, aset,
keuangan serta tugas pokok dan
Jumlah Obrik yang diperiksa 445 obrik fungsi pada SKPD Provinsi dan
secara khusus Kabupaten/Kota
Jumish Obrik yang diperiksa 23 obrik
secara kasus
b Jumlah temuan regﬁler yang 965 temuan
terinventarisir
Jumlah temuan khusus yang 701 ternuan
terinventarisir
Jumlaf ternuan kasus yang 23 temuan
terimventarisir

nesentoat Kehupaten Pesisir Selatan Tehun 2076-5021




e
=

¢ Jumlah temuan reguler yang 434 temuen
! telah ditindak lanjuti
Jumlah temuan khusus vang 256 temuan

telah ditindak tanjuti

‘ Jumlah temuan kasus yang 23 temuan
ﬁ telah ditindak lanjuti

; d Jumiah pelaksanaan review 1 kali
7 laporan keuangan pemerintah

! daerah

" ¢ Jumlah pelaksanaan eviluasi 1 kali

laporan akuntabilitas ldaerja
i instansi pemerintah

T Jumlah pelaksanaan eveuasi 1 kali
rencana kerja dan anggaran
SKPD

12 Terlaksananya peningkatarn _ - Peaingkatan wawasan dan - Kualitas sumber deya manusia dibidang
profesionalisme tenaga pemesiksa kemampuan tenaga pemeriksa pengawasan dan luasnya objek pengawasan
dan aparatur pengawasan daa tenaga penunjang

, peneriksa

oy

Jumlah pemeriksa dan aparatur 3 orang

pengawasan yang telah
mengikuti pelatihan

b Jumlah aparatur pengawasan ! angkatan
! vang telah mengikuti peletinan
i khusus pada kantor sendiri
1

e v i el o e s L

ahun 2016-2021
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkun
Hidup Strategis

Sesual dengan tugas pokok dan fungsinya  Inspekiora
Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu  strategis adalah kondisi atau  hal vyang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam peréencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan dimasa datang.  Sualu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan vang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian vaug lebif

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, al

A K

menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

| Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong
|

dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal vang dapal

menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendaia ny,
maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Inspelatora
Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2016-207

diantaranya adalah :

1. Peningkatan mutu aparatur pengawasan.

2. Sistem Pengendalian Interen dapat dilaksanakan dimasing-masing

unit kerja.
3. Peningkatan  pemanfaatan hasil-hasil  pemerilcaman  wiaio
peligawasan nfternal dalam rangka pengambilan Ikebijalkan

Pemerintah Daerah.

; B S e e e » "

Renstru Inspektorat Ko
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BAB 1V
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana  dag,

bagaimana suatu organisasi harus dibawa berlkarya agar tetap

konsiston dan dupat ohsis, antisipald, movall dun produlatt. v

dapat membantu organisasi untulk mendefinisikan kemana oreanisasi
, !

akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana polayanan

harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25

o

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai  keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Dacrali Nomor
3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka NMenengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2071 !

Lot kon
Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang

iMandiri, Unggui, Agamis dan Sejahtera”

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berkontribusi terhacs %)

Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:
“Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur vang bersih
dan  responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

masyarakat”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujusn

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan ol

drftapslens  whebelie £ paeiny SIZSN NS RIEN Hr:ng):«,«i,n ' {JI;T'?;\} taliioan NEERIES S

R AA,LJ;‘L.\;UK
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi ooy Mio Sl

didasarkan pada isu-isu dan analisis lngkunoa strategis. oo

A TS

g
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mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan vang
ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahug
hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampail lima taho
ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampua,

yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengarihinya.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, vaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam Jangka walktu
tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran mermberilearn
[okus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesilik, teriaci,
dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga
dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

fensira inspektorat Kabupbfén Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

[ERRE VI ]




Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangks Menengnh Inspektorat Kebupaten Pesisir Selatan

Tahun 2016 - 2021

TARGET TARGET KINER.JA SASARAN PADA TAHUN KE-
KNO. TOSU 7 INDIKATOR TUJUAR TUJUAN SASARAN STRATEGIS IRDIKATOR KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
{TAETR
1 . 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 i2
Terwuinudnys Opini BPK WP . Meningkatkan Akuntabilitas ||  Opini BPK WTP WTF wTpP WTP WTP WTP
prrvelen R Keuangan dan Kinerja
Peineriviahar vang Pemerintah Daerah
bk
2. Kategori Penlaian Sistem CC BB BB A A A
Akuntabilitas Kinerja Intern
Pemerintah {(SAKIP)
- Peningkatan Kapabilitas | - Level Kapabilitas APIP 2 2 2 3 3 3
APIP
- Meningkatinya Hasil = 1. Persentase OFD yang memiliki 90 90 Q0 90 e 100
Pengawasan Yang Laporan Keuangan
berkualitas Pemerintah Daerah yang baik
2. Persentase Obrik yang Bebas 90 Q0 <0 90 90 as
Temuan Material Oleh BPK &
Inspektorat
3. Persentase Obrik Yang Bebas 90 Q0 Q0 Q0 90 98
Dari Penyimpangan temuan
Aset
- Meningkatnya - Persentase OPD vang 15 ad Q5 100 100 100
Pengelolaan SARIP mendapat nilai kategori SAKIP
Pemda minimal bernilai B
. Meningkatnya Maturitas - Level Maturitas SPIP 1,87 2 3 3 3 4
SPIP
- Meningkatnya - Persentase peluang mengikuti 60 65 70 a0 @0 100
kompetensi SDM yang pendidikan formal, diklat
: melaksanakan SPIP kepemimpinan dan diklat
: teknis lainnya
- Meningkatnya - Persentase OPD vang 7C 86 85 e} G5 100
unplemntasi SPIP mengimplementasikan SPIP




4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi merupakan permyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjuinya
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tuwuan, Sasaran, Stratepd

dan Kebijakan Inspektorat seperti pada tabel 4.2 berikut inj -

S~
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Tabel.

4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Terwujudnya peveieggaraan
Pemerintahan yvang @k

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja Pemerintah Daerah

- Peningkatan Kapabilitas APIP

- Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang
berkualitas

- Meningkatnra Pengelolaan SAKIP
Pemda

Meninékatkan kualitas pelayanan
publik

Meningkatkan pelaksanaan dan
pengawasan fungsi perangkat
daerah

Meningkatnya Yaturitas SPIP

- Meningkatriya kompetensi SDM yang
melaksanakan SPIP

- Meningkatnya implemntasi SPIP

Meningkatkan kualitas manajemen
kinerja pemerintah daerah

Meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja Birokrasi




BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atay lehily
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah /lembaga uninlk
mencapal tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran o

kegiatan masyarakat vang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021, program dan kegiatan
dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, Program du,
Kegiatan Lintas Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan Kewilayalian.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana ke

iy

BEURS SN

suatu Peranglkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Progra;
kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam
rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target capaian terukur,
kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada

A4

masyarakat serta membentuk pencitraan positif bagi keherha

dan kegiatan pembangunan tersebut.

S.1.1 Program dan Kegiatan Polrok sesuai dengan kewenangan
Inspektorat
Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melaltus

perumusan program dan kegiatan. Program vang disusun oleh Tnspelior:

i A
i L

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD vang seani
dengan  tagas dan fungsi Inspektorat Rabupaien Pesisir Selatan yang

selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk MASHIE masing
program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing progri i

didasarlcan atas strate gl dan kebijalaan jangka mene riealn

Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatrn Tk PRIV REID 4




5.1.2 Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan Lintas SKPD adalah sekumpulan rencansg ey

beberapa Perangkat Daerah.

>.1.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan
Program dan Kegiatan Kewilayahan adalah sekumpulan rencana Kerjo
terpadu antar Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah mengenal sual

atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan.

5.2. Pendanaan Indikatif

Dalam upaya untuk mencapal tujuan dan sasaran Inspektorad
Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target berupa
program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan pendanaan indilkatis
untuk mencapai program dan kegiatan tersebut.

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau kemungkinan awal

patokan batas maksimal /tertinggi sejumlah dana yang akan digunalk

an untulk
membiayai scjumlah kegiatan Inspektorat untuk wakty 5 (lime)  wahun,
Pendanaan Indikatif pada dasarnya merupakan batas maksimal alclkas

anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (bail
program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditelaplan.
Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan  dibuat untulk
mencapai target-target program dan kegiatan hingga Tahun 2021
Masing-masing program dun kegiatan  dilengkapi dengan  indilkato,
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanalkan
oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disajikan secara

lengkap dalam tabel 5.1 di bawah i :

Kubupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Renstra inspektorat
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BAB VI -
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untul:
itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pesisir
Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka menduloung
pencapalan tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator

kinerja yang dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini

Renstra Inspektorar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021




Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT , ‘
KABUPATEN PESISR SELATAN TAHUN 2016 - 2021
5 . . SUMBER DATA DAN
Bt 854 YEATOR KINERJA UT. FENJE PERHI AN
No ARAN INDEA KINERJA UTAMA ENJELASAN/FORMULA PERHITUNRG. PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

1. [Medngksainya Opini BK Hasil Opini BPK Irban I, II, IIl dan IV
Almatabilitas Inspektorat
Keungan dan Kinerja
Pezerintah Daerah

Kategori senileian Sistem Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Inspektoraf dan Bagian Organisasi
Akuntabiitas Kinerja Intern Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Sekretariat Daerah
Pemerintzh (SAXIP)

2. \Meragkeinva Level Matiritas SPIP Implementasi dari semua OPD tethadap penyelenggaraan Semua OPD (45)
Merritas SPIP (Sistem SPIP Inspektorat
Pergendalian Intern
Pernrintily)

R S P A O o L W e T B B R e R B
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BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN

Inspektorat berkewajiban untuk melaksanakan program-prograi .
Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021 dengan sebaik-bailcnya.
Inspektorat berkewajiban untuk menyusun  Rencana  Strategis yvang
memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Inspektoral, isui-isy
Strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi da,
kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompol
sasaran dan pendanaan indilatif serta indikator kinerja Inspektorat yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021.

Inspektorat berkewajiban secara konsisten dalam melaksanakan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahus,

2016-2021 dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Inspektorat.




BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20716,
2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Janglon
Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, sebap:

suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi Perencans:o

Kinerja Tahunan berturut-turut dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Untuk menjamin fleksibilitas dalam rangka menampung dinamilka
pembangunan yang berkembang selama 5 (ima) tahun kedepan, mak:
terhadap Rencana Stregis perlu dilakukan review dan evaluasi tahunan van

memungkinkan bagi penyempurnaan dan Penajamannya mengacu pada
Rencana Strategi dan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisic Sclaian.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan berupaya seoptimal
mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pesisir
Selatan melalui Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Inspektorat Kabupaten. Dengan dirumuskannya Rencana Strate

ini berarti Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkan diri
berorientasi padavhasil,yang ingin dicapai pada kurun walctu S (ome) Cediuin

kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang

o

mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Stratesis

oo

inilah yang menjadi pedoman pelaksananya tugas pokok dan fungsi serta

untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Renstro Inspekiorat Kabupuren Pesisir selatan Tahun 2016-2021




